
 

BUPATI LIMA PULUH KOTA 
 

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA 
NOMOR 118 TAHUN 2019 

TENTANG 

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI TIM KEWASPADAAN DINI 
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2019 

 DALAM FORMASI JABATAN EX-OFFICIO 
 

BUPATI LIMA PULUH KOTA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peyelenggaraan pemerintahan, 

daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, 
menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan Nasional 
serta keutuhan NKRI; 

  b. bahwa untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban dan 
perlindungan masyarakat, perlu dilakukan peningkatan 
Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah melalui 

pendektesian dan pencegahan dini;  

  c. bahwa untuk memenuhi maksud pasal 9 Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Kewaspadaan Dini di Daerah, dimana pembentukan Tim 
Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di tetapkan dengan 

Keputusan Bupati; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu 

menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan 
Struktur Organisasi Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah 

Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 dalam 
Formasi Jabatan Ex-Officio.  

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam 
Lingkungan Daerah Sumatera Tengah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); 

  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang 
Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5430); 

  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 



 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang 
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3373); 

  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 
tentang Kewaspadaan Dini di Daerah; 

  7. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 

Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang (RPJP) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005 – 
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 

Tahun 2011 Nomor 10); 

  8. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 
2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh 

Kota Tahun 2016 Nomor 6) Sebagaimana Telah Diubah 
Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 

Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 
2018 Nomor 4); 

  9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 
Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima 
Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15); 

  10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 

Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 10); 

  11. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 145 Tahun 
2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah 
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 145). 

Memperhatikan :  Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 20/ SK-PA/ BKBP-
LK/ I/ 2019 tentang Petunjuk Operasional Kegiatan 

Koordinasi dan Fasilitasi Kominda. 
 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan :  

KESATU : Membentuk Struktur Organisasi Tim Kewaspadaan Dini 
Pemerintah Daerah Tahun 2019 dalam Formasi Jabatan Ex-
Officio dengan susunan keanggotaan  sebagaimana tercantum 

dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh 
dengan keputusan ini. 

KEDUA : Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Lima 

Puluh Kota sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas 
sebagai berikut: 

1. Ketua : 

a. Membina dan memelihara ketentraman serta ketertiban 
masyarakat untuk menjaga stabilitas di daerah 
Kabupaten Lima Puluh Kota; 

 

 



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
  


